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PERATURAN BUPATI L/\HAT
NOMOR 2.2 TAHUN 2( 09

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH K ABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG WAHA ESA
BUPATI LAHAT,

bahwa berdasarkan pasal 239 Peratu' in Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tenlang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
menyatakan bahwa kepala daerah n :netapkan peraturan kepala daerah
tentang kebijakan akurtansi-pemerinte 1 daerah dengan berpedoman pada
standar akuntansi pemerntahan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebe jaimana dimaksud dalam huruf a dan
untuk tertib administrasi nengelolaan | euangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lahat tentang Kebijai an Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Lahat .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1919 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi lan Nepotisme:

Undang-Undang Nomor- 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan INegara
(Lembaran Negara Republik Indonesic Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ‘
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 'Nega.r'a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia homor 4355):

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 t :ntang Pemeriksaan Pengelolaan dan

5.

Tanggungjawab Keuarigan Negara;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.125, Tambahan
)
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10.
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13.

14.

Lembaran Negara Republik Indonesii Nemor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undar 3 Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20)8 Nomor 59, Tambahan Lémbar_an
Negara Republik Indonesia nomor 4844 : ,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan. Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pem:rintah Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomcr 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Perawran Pemerintah Nomor 20 Tawn 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Noror 41, Tambahan Lembaran

‘.Negara Republik indonesja Nomor 4090 :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentanj Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Necara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negar: Republik Irlldonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahin 2005 tentang Slandar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Repuilik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik | idonesia Nomor 14503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahin 2005 lentang Phxjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574)

Peraturan Pemerintah Nonior 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Reputlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Reputlik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pernerintah (Len baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Le nbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);




Menetapkan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No nor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok —
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerih (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2008 Nomor 13);

17. Peraturan Bupati Lahai. Nomor 35 Te¢ hun 2008 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTL SKAN :

: ISERATURAN BUPATI TENTANG KERIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN LAFAT.

Pasal 1
Kebijakan akuntansi pemeiintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipillih oleh
pemerintah  Kabupaten Lahat dalarn  penyusunan dan penyajian  laporan

keuangan.

Pasal 2 _
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah_dibangun atas dasar Kerangka
Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerntah  Daerah yang mengacu pada
Kerangka Konseptual Standar Akuntansi P« merintahan

Pase 3
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah n engatur penyajian iaporan keuangan
untuk tujuan umum dalan, rangka m ningkatkan keterbandingan laporan

keuangan baik terhadap anggaran, an ar periode, maupun antar entitas
akuntansi,

Pasal 4 _
Kebijakan akuntansi pemerin:ah daerah me; gatur dasar-dasar penyajian Laporan
Realisasi Anggaran untuk pemerintah Kabu saten Lahal dalam rangka memenuhi
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tujuan akuntabilitas sebagaimana diefa kan oleh peraturan perundang-

undangan.

Pasal
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mei gatur dasar-Gasar penyajian Neraca
untuk pemerintah Kabupaten Lanat dalam r. ngka memenuhi tujuan akuntabilitas

sebagaimana ditetapkan cleh peraturan pert 1dang-undangan

Pasal »
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah me:igatur dasar-dasar penyajian laporan
arus kas yang memberikan intormasi histori. mengenai perubahan kas dan setara
kas pemerintah Kabupaten Lahat denjan mengklasifikasikan arus kas
berdesarkan aktivitas operaci, investasi 2 .et nonkeuangan, pombiéyaan, dan

nonanggaran selema satu pzriode akuntans.

Pasal 7
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah 1iengatur dasar-dasar penyajian dan
pengungkapan yang diperlukan pada Ca stan Atas Laporan Keuangan yang
memuat hal-hal yang mempengaruhi pele.<sanaan anggaran seperti kebijakat:
fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara
anggaran dan realisasinya. serta daftar-deftar yang merinci lebih Ianjut angka-

angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

ek

Pasa 8
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah me 1gatur dasar pengakuan, pengukuran,
dan pengungkapan dalam aluntansi aset, <ewajiban, ekuitas dana, pendapatan,

belanja, dan pembiayaan sarta penyajianny 1 dalam laporar: kzuangan.
Pase 9
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah mengatur perlakuan akuntansi atas

koreksi kesalahan, perubal-an kebijakan ak intansi, dan peristina luar biasa.

Paca 10
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Kebijakan akuntansi pemerirtah daerah T 2ngatur penyusunan laporan keuangan

konsolidasian untuk entitas akuntansi me liputi SKPD dan PPKD dalam rangka

, : k ' menyajikan laporan keuangan pemerint h daerah yang dilaksanakan secara
i bertahap, untuk tujuan umum demi me lingkatkan kualitas dan kelengkapan

laporan keuangan.

Pasa 11
Lampiran dari peraturan Bupati Lahat teatang kebijakan akuntansi ini adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari perature n Bupati Lahat.

Pasal 12
Peraturan Bupati Lahat ini mulai berlaku p: da tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mem zrintahkan pengundangan Peraturan

Bupati Lahat ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

™ g » et — Ditetapkan di Lahat
 AINOT BEFNET KONSED PERRUP/MERISHY 2080 U ¢ ’
TELAR B TELITI/ DIXODRBIAAS AN 6% 6L AUKUM | Pada tenggal 25 Agwé 2009
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KEFALA BAGIAN HUXUM / / UPATLAAT. (/7

FAIS
NIP.1985.

. [SHAK.S.H. ) ,
11.1534.03.1.0a3 H. DIN ASWARI RIVA’]

Diundangkan di Lahat

Pada tanggal &5 ﬂﬂ%{v& 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

o P

“H. EDDY CHAIRIL ISWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2009 NOMOF : Q2.
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(T anainaiiel pemenintan daerah mengatyr penyusunan laporan keuangan
konsolidasian untuk e}ltitas akuntansi mcliputi SKPD dan PPKD dalam rangka
menyajikan laporan ‘keuangan pemerint:ih daerah yang dilaksanakan secara
bertahap, untuk tujuan umum demi me ningkatkan kualitas dan kelengkapan

laporan keuangan.

Pass 11
Lampiran dari peraturan Bupati Lahat t ntang kebijakan akuntansi ini adalah
bagian yang tidak terpisahkan Jari perature n Bupati Lahat.

Pasa 12
Peraturan Bupati Lahat ini mylaj berlaku p: da tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mer arintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati Lahat inj dengan penempatannya d: am Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan d Lahat
Pada tangg: 25 Aj‘(;«;;{u( 2009

BUPAT :/\}7} &
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-Diundangkan di Lahat /
Pada tanggal 25 Aﬁtg*h)r 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

——_, sy _—
\‘\\—\%

_H.EDDY CHAIRIL ISWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2009 NOMOF : 222,



